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ABSTRAK
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk
melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak didik Pemasyarakatan.
Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga menyangkut Hak Asasi
Manusia yang merupakan hak dasar dan pokok yang dibawa manusia sejak lahir
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga berlaku bagi
narapidana berhak untuk mendapatkan remisi, termasuk narapidana kasus korupsi.
Penelitian yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana
Kasus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun
permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Bagaimana
pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Padang, Apakah kendala dalam pelaksanaan pemberian
remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Padang, dan Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan
pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis sosiologis dengan mengunakan pendekatan Peraturan Perundang-
Undangan dan pelaksanaan di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan
Primer, sekunder dan data tersier dengan pendekatan analisis data secara
kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi
bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
berbeda jauh dengan pemberian remisi terhadap narapidana lainnya, dilihat dari
hanya beberapa narapidana korupsi yang mendapatkan remisi. Sedangkan
Kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi ini adalah
sulitnya mendapatkan surat keterangan sebagai justice colaborator dari jaksa
penuntut umum, besarnya uang pengganti denda yang harus dibayarkan oleh
narapidana dan adanya keterlambatan putusan dalam hal penyampaian atau
pengiriman berkas petikan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan dari pihak
pengadilan maupun kejaksaan. Dan upaya yang dilakukakan untuk mengatasi
kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dalam forum antara para
penegak hukum dari Pengadilan,  Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian
(Dilkumjakpol), dan melakukan pembinaan yang lebih optimal di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Padang.
